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D eberapa hari ini media
%, kitasedikitdiguncangde-
i Nigan sebuah terapi kejut
dengan adanya peristiwa pe-
ngiriman pesan pendek (SMS)
yang dikatakan mengandung
ancaman kepada oknum jaksa
yang patut diduga dikirimkan
olehsalahsatupebisnisdanraja
medianegeriini.
Hallainyangmembuatkasus
ini menjadi menarik karena sa-
ngatlahlangka,bahkanjikatidak
ingin dikatakan untuk pertama
kalinya, seorangjaksa yang pe-
nuh dengan ketegasan dalam
menjalankan tugas dan fungsi-

nyamelakukan aksicurhatdide-

pan media bahwa la merasa se- -

dang terancam, yang tak kalah
fenomenal aksi curhat ini "dika-
wal” sejumlah jaksa lain yang
ingin memberikan dukungan
terhadap langkah yang ditem-
puh oleh koleganya itu. Maka
jadilah sekarang seakan-akan
kasusini ditarik ke dalam pusar-
aninstitusikejaksaansebagaipi-
hakyang sedang diancam dalam
melakukanpenegakan hukum.

Mencegah Tafsir
Hukum yang Berbeda
Hukum acara pidana adalah
hukum formal yang dibuat un-
tuk menegakkan hukum mate-
riil. Maka sesungguhnya harus-

lah bersitat objektit, namun sa-
ngatlah disayangkan dalam ta-
taran praktik hal itu jauh pang-
gangdariapi. Acaphukumacara
pidana hanya menjadi sebuah
simbol belaka dan cenderung
diabaikan dalam mengejar ke-
benaranmateriil. -
Memperhatikan rumusan
yang terkandung di dalam Pasal
29UUITE (UUNomor11 Tahun
2008) sebagai dasar laporan
yang dilakukan oleh oknum jak-
sa tersebut, bahwa "Setiap orang
dengan sengajadan tanpahakme-
ngirimkan Informasi elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik
yang berisi ancaman kekerasan
atau menakut-nakuti yang dituju-
kan secarapribadi.”, jikakita san-
dingkan isi pasal tersebut de-
ngan cuplikan isi SMS yang diki-
rimkan kepada oknumjaksa ter-
sebutsebagaimanatelahdilansir
secara hiruk-pikuk oleh sejum-
lah media Kita buktikan siapa
yang salah dan siapa yang benar.
Siapayang profesional dan siapa
yangpreman.Andaharusingatke-
kuasaan itu tidak akan langgeng.
Saya masuk ke politik antaralain
salahsatupenyebabnyamaumem-
berantas oknum-oknum penegak
hukum yang semena-mena, yang
transaksional, yang suka abuse of

. power. Catatkata-katasayadisini,

sayapastijadipimpinannegeriini.
Dissitulah saatnya Indonesia akan
dibersihkan.”

Penulis mencoba mencer-
matikata per kata dari SMS ter-
sebut, ternyata tidak ditemu-
kan suatu ancaman dalam ben-
tuk kalimat apa punkepada diri
orang yang merasa SMS terse-
but ditujukan kepadanya. Ter-
kecuali jika oknum yang ber-
sangkutan memang pihak yang
melakukan penegakan hukum

secara transaksional, abuse of
power, dll, sebagaimana dise-
butkan dalam SMS tersebut.
Analisis awal terhadap ke-
terkaitan isuyang dibuat gaduh
ini, secara tegas dapat dikata-
kanbahwa tidak ditemukan ka-
limat ataupun anak kalimat
yang dapat dipahami sebagai
suatu ancaman, apalagi niatan
melakukan suatu tindak keke-
rasan dalam rangka membaha-
yakankeselamatanseseorang.
Penulis berkeyakinan, de-

_ ngansegalarasahormat,rasanya

masyarakatumumjugaakan ga-
galuntukmemahamiadanyaan-
caman dalam isi SMS tersebut.
Namun padakenyataannya, pe-
mahaman substansial tersebut
seolah-olahlenyap, tersapu oleh
pernyataan sang oknum jaksa
yang tetap saja merasakan se-
dang diancam dan ditakut-ta-
kuti olehisi SMS tersebut.
Perspektif yang muncul
pada benak penulis berkaitan
dengan isi SMS tersebut adalah
adanya mimpi seorang anak
bangsa untuk membuat wajah
penegakan hukum diIndonesia
menjadi tidak semena-mena,
tidak transaksional dan tidak
abuse of power. Pastinya ini ada-
lah mimpi kita bersama dan ti-
dakadayangsalahdenganmim-
pi itu, sehingga mungkinkah
mimpi itu dapat dianggap se-
buahkejahatandanpatutdiper-
salahkan? Sementara hak un-
tuk menyampaikan pikiran se-
caralisan ataupun tulisan ada-
lah bentuk pengejawantahan
dari hak asasi manusia yang
dilindungi oleh Undang-Un-
dang Dasar 1945 bahkan diper-
kuat dengan dihadirkannya UU
No 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, UU No. 40 Ta-

hun 1999 tentang Pers, UU No.
12 Tahun 2005 tentang Pe-
ngesahan Konvensi Internasio-
nal Hak-Hak Sipil dan Politik.
Peristiwa langka ini menjadi
bahandiskusiyangmenarikjika
di-framing dengan tolak ukur
frasayang tercantum dalam pa-
sal 29 UU ITE, tidak bisa dihin-
dari adanya kesan dominasi
subjektivitas yang sangat ken-
tal. Jika isi SMS tersebut diang-
gap ancaman, sama artinya de-
ngansiapapunakansangatber-
peluang menjadi "potential vic-
tim” dalam melakukan komuni-
kasi ataupun koreksi terhadap
jalannya suatu penegakan hu-
kum, yang akan berujung pada
pemaksaan nilai-nilai pembe-
narandanbukankebenaran.
Jika kita melihat dari sisi
yang berbeda Pasal 29 UU ITE
initakubahnyapasalkaretyang
dapat menarik siapa pun dia,
tanpa pandang bulu, tanpa me-
mandang strata sosialnya dan
dari mana ia berasal, semua da-
patdihadapkanpadakursipesa-
kitan. Bahkan dalambanyakke-
sempatan yang mengulas ten-
tangUUITE, Pasal27,28dan29

. dianggap pasal yang dapat kon-

traproduktif atau memiliki per-
masalahan, seperti perumusan
pasal-pasal yang sangat long-
gar, hal ini pernah dikemuka-
kan oleh Lembaga Studi dan

. Advokasi Masyarakat (ELSAM)

ditahun 2014 silam.

Pembuktian dalam
Sistem Hukum Acara
Pidana

Dalam memaknai permasa-
lahan ini, penulis juga perlu
mengingatkan bahwa siapa pun
dan apa pun jenis kasusnya ten-
tulah kita sebagai warga negara

yang taat kepada hukum
ruslah menjunjung tinggi ¢
presumption of innocence a
asaspradugatidakbersalahs.
pai adanya suatu putusan
kum yang berkekuatan huk
tetap, karena itulah salah ¢
nilaihakikidarinegara huku

Lebih jauh jika kasus in
rusdigorenglewatjalur huki
maka perlu menjadi perhat
bagi para penegak hukum,
wasanya prinsip dasar huk
yang harus dijalankan ada
proseshukumyangharusdi
sanakan secarajujur, adil da
dak memihak.

Prosespenetapan seseor.
bersalah atau memenuhi un
dalam perbuatan pidanay.
dilakukannya haruslah ber
sarkan proven guilty by reas
abledoubt, yangartinyadiny.
kan bersalah berdasarkan b
ti-bukti yang sangat kuat a
tidak dapat diragukan sama
kalikebenarannya.

Tugas kita bersama un
memastikan proses hukun
negeri ini dilakukan den
cara-cara yang sesuai den
akidah-akidah' hukum
sendiri.

Masih banyak pekerjaan
mah bagi para korps Adhya
dalam melakukan tugas un
mewujudkan mimpi tertir
menjadikan negara ini seb:
rechstaat (negara hukum)
bukan maachstaat (negara
kuasaan).

Semoga kita segera te
ngun dari mimpi panjang a
sebuah negara yang bersih
korupsi, kolusi dan nepotis
selayaknya mimpi dari sang
ngirim SMStadi, yakinlahn
pibukanancamanseriusba

‘lannya penegakan hukum. (



